
SALINAN 

BUPATI PACITAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 167 TAHUN 2021 

TENTANG 

S I S T E M PEMERINTAHAN B E R B A S I S E L E K T R O N I K PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ke tentuan dalam Pasal 61 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bupa t i 
mempunya i tugas me lakukan koordinasi dan 
menetapkan kebi jakan Sistem Pemerintahan Berbasis 
E lektronik d i Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
E lektron ik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republ ik Indonesia t a h u n 1999 Nomor 154); 

2. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang 
Keterbukaan informasi Publ ik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi E lekt ron ik (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4843), 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi E lektron ik Informasi dan 
Transaksi E lektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2 5 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang 
Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5083); 



(7) Da lam rangka pelaksanaan manajemen layanan SPBE, maka : 
a. setiap Perangkat Daerah m e n u n j u k m i n i m a l 1 (satu) orang staf a tau 

membentuk u n i t u n t u k melaksanakan ura ian tugas dan fungsi 
sebagai teknis i TIK sekaligus Service Desk Tier 1; 

b. dinas membentuk u n i t sebagai Sendee Desk Tier 2; 
c. Service Desk Tier 1 sebagaimana d imaksud dalam ayat (7) h u r u f a 

bertanggung jawab u n t u k menyelesaikan berbagai permasalahan 
layanan SPBE d i t ingkat Perangkat Daerah; 

d. da lam ha l Service Desk Tier 1 t i dak m a m p u menyelesaikan 
permasalahan layanan SPBE d i t ingka t Perangkat Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (7) h u r u f c, maka Service Desk Tier 
1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk 
Tier 2; 

e. Service Desk Tier 2 sebagaimana d imaksud dalam ayat (7) h u r u f b 
bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang 
t idak m a m p u diselesaikan Service Desk Tier 1; dan 

f. d inas me lakukan koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 
d i masing-masing Perangkat Daerah dengan Service Desk Tier 2 d i 
Dinas. 

(8) Da lam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah 
berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 

BAB V I 
AUDIT S P B E 

Pasal 32 

(1) Aud i t SPBE terd i r i atas : 
a. Aud i t In f r as t ruk tur SPBE; 
b. Aud i t Apl ikasi SPBE; dan 
c. Aud i t Keamanan SPBE. 

(2) Aud i t SPBE me l iput i pemeriksaan pada : 
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan 

fungsionalitas teknologi informasi dan komun ikas i yang d ihas i lkan; 
b. k iner ja teknologi in formasi dan komun ikas i yang d ihas i lkan; dan 
c. aspek teknologi in formasi dan komun ikas i la innya. 

(3) Aud i t SPBE di laksanakan oleh lembaga pelaksana Aud i t Teknologi 
Informasi dan Komunikas i Pemerintah a tau lembaga pelaksana Audi t 
Teknologi Informasi dan Komunikas i yang terakreditasi sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(4) Aud i t SPBE di laksanakan berdasarkan kebi jakan u m u m penyelenggaraan 
Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i . 

BAB V I I 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI S P B E 

Pasal 33 

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE ber tu juan u n t u k mengukur kemajuan 
dan meningkatkan kua l i tas SPBE d i Pemerintah Daerah. 

(2) Pemantauan dan evaluasi SPBE d i l akukan oleh : 
a. Evaluator in terna l ; dan 
b. Evaluator ekstemal . 

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i l akukan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

(4) Hasi l kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i laporkan kepada Bupa t i me la lu i Sekretaris Daerah. 



Bagian Ketujuh 
Manajemen Pengetahuan 

Pasal 29 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23 ayat (1) 
h u r u f f be r tu juan u n t u k men ingkatkan kua l i tas layanan SPBE dan 
m e n d u k u n g proses pengambilan keputusan da lam SPBE. 

(2) Manajemen pengetahuan d i l akukan me la lu i serangkaian proses 
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan a l ih 
pengetahuan dan teknologi yang d ihas i lkan da lam SPBE. 

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
di laksgmakan berdasarkan pedoman mamajemen pengetahuan SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah 
berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 

Bagian Kedelapan 
Manajemen Perubahan 

Pasal 30 

(1) Manajemen perubahan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23 ayat (1) 
h u r u f g be r tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan dan meningkatkan 
kual i tas layanan SPBE mela lu i pengendalian perubahan yang terjadi 
da lam SPBE. 

(2) Manajemen perubahan d i l akukan mela lu i serangkaian proses 
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi , pemantauan dan 
evaluasi terhadap perubahan SPBE. 

(3) Manajemen perubahan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah 
berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 

Bagian Kesembi lan 
Manajemen Layanan S P B E 

Pasal 31 

(1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) h u r u f h ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan dan 
men ingkatkan kua l i tas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. 

(2) Manajemen layanan SPBE d i l akukan mela lu i serangkaian proses 
pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan 
pengelolaan apl ikasi SPBE. 

(3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat merupakan 
kegiatan pelayanan terhadap ke luhan , gangguan, masalah, permintaan 
dan perubahan layanan SPBE dar i pengguna SPBE. 

(4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemel iharaan in f ras t ruk tur 
SPBE dan apl ikasi SPBE. 

(5) Pengelolaan apl ikasi SPBE sebagaimana d imaksud Pasal 31 ayat (2) 
merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan apl ikasi yang 
berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan apl ikasi 
SPBE. 

(6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana d imaksud pada Pasal 31 ayat (1) 
d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE. 



Bagian Keempat 
Manajemen Data dan Informasi 

Pasal 26 

(1) Manajemen data sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23 ayat (1) h u r u f c 
be r tu juan u n t u k menjamin te rwujudnya data yang akurat , m u t a k h i r , 
terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional . 

(2) Manajemen data d i l akukan mela lu i serangkaian proses pengelolaan 
ars i tektur data, data i n d u k , data referensi, basis data dan kual i tas data. 

(3) Manajemen data sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi 
dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 

Bagian Ke l ima 
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikas i 

Pasal 2 7 

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 23 ayat (1) h u r u f d be r tu juan u n t u k menjamin 
ketersediaan dan opt imal isasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan 
komun ikas i da lam SPBE. 

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i d i l akukan mela lui 
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan 
penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang d igunakan 
da lam SPBE. 

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
aset teknologi informasi dan komun ikas i SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikas i , 
Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan 
Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola u rusan aset 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Keenam 
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 28 

(1) Manajemen sumber daya manus ia sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) h u r u f e ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan 
dan peningkatan m u t u layanan dalam SPBE. 

(2) Manajemen sumber daya manus ia d i l akukan mela lu i serangkaian proses 
perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber 
daya manus ia da lam SPBE. 

(3) Manajemen sumber daya manus ia memast ikan ketersediaan dan 
peningkatan kompetensi sumber daya manus ia u n t u k pelaksanaan tata 
kelola SPBE dan manajemen SPBE d i semua Perangkat Daerah. 

(4) Manajemen sumber daya manus ia sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manus ia 
SPBE. 

(5) Da lam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia , Perangkat 
Daerah berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas 
dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola u rusan aparatur 
Pemerintah Daerah. 



BAB V 
MANAJEMEN S P B E 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 23 

(1) Dinas harus merumuskan pedoman manajemen SPBE u n t u k semua 
Perangkat Daerah me l iput i : 
a. manajemen r is iko; 
b. manajemen keamanan informasi ; 
c. manajemen data dan informasi ; 
d. manajemen aset teknologi informasi dan komun ikas i ; 
e. manajemen sumber daya manus ia ; 
f. manajemen pengetahuan; 
g. manajemen perubahan; dan 
h . manajemen layanan SPBE. 

(2) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1). 

(3) Perumusan dan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, 
a tau Standar Intemas iona l apabila Standar Nasional Indonesia be lum 
tersedia 

Bagian Kedua 
Manajemen R is iko 

Pasal 24 

(1) Manajemen r is iko sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23 ayat (1) 
h u r u f a ber tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan SPBE dengan 
memin ima lkan dampak r is iko da lam SPBE. 

(2) Manajemen r is iko d i l akukan mela lu i serangkaian proses identi f ikasi , 
analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap r is iko da lam 
SPBE. 

(3) Manajemen r is iko sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen r is iko SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen r is iko, Perangkat Daerah berkoordinasi 
dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 

Bagian Ketiga 
Manajemen Keamanan informasi 

Pasal 25 

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) h u r u f b be r tu juan u n t u k menjamin keberlangsungan SPBE 
dengan memin ima lkan dampak r is iko keamanan informasi . 

(2) Manajemen keamanan informasi d i l akukan mela lu i serangkaian proses 
yang me l ipu t i penetapan ruang l ingkup , penetapan penanggung jawab, 
perencanaan, d u k u n g a n pengoperasian, evaluasi kiner ja dan perbaikan 
berke lanjutan terhadap keamanan informasi da lam SPBE. 

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi 
SPBE. 

(4) Da lam pelaksanaan manajemen keamanan informasi , Perangkat Daerah 
berkoordinasi dan dapat me lakukan konsul tas i dengan Dinas. 



Pasal 19 

(1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE. 
(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai per l indungan keamanan, penjaminan 

kerahasiaan, k eu tuhan , ketersediaan, keasl ian dan kenirsangkalan data 
dan informasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 19 ayat (1) d i te tapkan 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Bagian Kesepuluh 
Layanan S P B E 

Pasal 20 

(1) Layanan SPBE terd i r i atas : 
a. layanan adminis t ras i pemer intahan berbasis e lektronik; dan 
b. layanan pub l i k berbasis e lektronik. 

(2) Layanan admin is t ras i pemer intahan berbasis e lektronik sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f a merupakan layanan SPBE yang 
m e n d u k u n g ta ta laksana in te rna l b i rokras i da lam rangka men ingkatkan 
kinerja dan akuntab i l i t as Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan pub l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f b merupakan layanan SPBE yang m e n d u k u n g pelaksanaan 
pelayanan pub l i k d i Pemerintah Daerah. 

Paragraf 1 
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis E lektronik 

Pasal 21 

(1) Dinas dan Perangkat Daerah pemi l ik layanan harus menyediakan 
layanan admin is t ras i pemer intahan berbasis e lektronik sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 20 ayat (1) h u r u f a, me l ipu t i : 
a. layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan; 
b. layanan pengadaan barang dan jasa; 
c. layanan manajemen kepegawaian; 
d. layanan kears ipan/naskah dinas; 
e. layanan pengelolaan barang m i l i k daerah; 
f. layanan pengawasan in terna l terkai t pemer intah; 
g. layanan akuntab i l i tas k iner ja organisasi; dan 
h . layanan kiner ja pegawai. 

Paragraf 2 
Layanan Publik Berbasis E lektronik 

Pasal 22 

(1) Layanan pub l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
20 ayat (1) h u r u f b, m e l i p u t i ; 
a. layanan pengaduan pelayanan pub l ik ; 
b. layanan data terbuka; 
c. layanan j a r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m ; dan 
d. layanan la in yang mend ukung sektor strategis Pemerintah Daerah 

la in . 
(2) Layanan pub l i k berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat d ikembangkan sesuai dengan k e b u t u h a n pelayanan pub l i k d i 
Pemerintah Daerah. 



(6) Perangkat Daerah wajib menempatkan apl ikas i pada host ing dan server 
pada pusat data yang dikelola oleh Dinas. 

(7) Peletakan apl ikas i pada pusat data sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 
me la lu i prosedur yang sudah d i te tapkan oleh Dinas. 

Pasal 16 

(1) Penggunaan Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah ber tu juan u n t u k menjaga 
keamanan dalam me lakukan pengir iman data dan informasi antar s impu l 
j a r ingan da lam instans i Pemerintah Daerah. 

(2) Jar ingan In t r a Pemerintah Daerah sebagaimana yang d imaksud pada 
Pasal 14 ayat (1) h u r u f b dapat menggunakan ja r ingan fisik yang 
d ibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang d ibangun oleh 
penyediajasa layanan ja r ingan . 

(3) Jar ingan In t r a Pemerintah Daerah sebagaimana yang d imaksud pada 
Pasal 14 ayat (1) h u r u f b dikelola dan d ikenda l ikan oleh Perangkat 
Daerah yang membidangi Komunikas i dan Informasi . 

Pasal 17 

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan ber tu juan u n t u k memudahkan 
integrasi antar layanan SPBE. 

(2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus : 
a. membuat ke terhubungan dan akses Jar ingan In t ra Pemerintah 

Daerah dengan Jar ingan In t ra Pemerintah; 
b. memenuh i standar interoperabi l i tas antar layanan SPBE; 
c. mendapatkan pert imbangan ke la ikan operasi dar i Menteri 

Komunikas i dan Informat ika; dan 
d. mendapatkan pert imbangan kelayakan keamanan dar i BSSN. 

(4) Standar interoperabi l i tas antar Layanan SPBE sebagaimana d imaksud 
pada Pasal 18 ayat (3) h u r u f b d i te tapkan oleh Menter i Komunikas i dan 
Informat ika. 

Bagian Kesembi lan 
Keamanan S P B E 

Pasal 18 

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, k eu tuhan , 
ketersediaan, keasl ian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber da>a 
terkai t data dan informasi , i n f r a s t ruk tu r SPBE dan apl ikasi SPBE. 

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
mela lu i penetapan klasi f ikasi keamanan, pembatasan akses dan 
pengendalian keamanan lainnya. 

(3) Penjaminan keu tuhan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
mela lu i pendeteksian modi f ikasi . 

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
mela lui penyediaan cadangan dan pemul ihan . 

(5) Penjaminan keasl ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
mela lu i penyediaan mekanisme veri f ikasi dan validasi. 

(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i l akukan mela lu i penerapan tanda tangan digital dan 
j a m i n a n p ihak ketiga terpercaya mela lu i penggunaan serti f ikat dig i tal . 



Pasal 13 

(1) Perangkat Daerah dapat me lakukan pembangunan dan pengembangan 
apl ikas i khusus . 

(2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan 
apl ikas i k h u s u s d ikoord inas ikan dengan Dinas. 

(3) Pembangunan apl ikas i k h u s u s me l ipu t i n a m u n t idak terbatas pada 
proses : 
a. anal isis k ebu tuhan ; 
b. pembangunan; 
c. penguj ian; 
d. implementasi ; 
e. evaluasi; dan 
f. pemel iharaan. 

(4) Da lam ha l pembangunan apl ikasi khusus , d iu tamakan menggunakan 
kode sumber terbuka, j i k a t idak pembangunan apl ikasi k h u s u s harus 
ada pert imbangan dar i Dinas. 

(5) Da lam ha l pembangunan apl ikasi k h u s u s d i l akukan oleh p ihak ketiga, 
maka kode sumber dan sistem yang d ibangun menjadi hak mi l i k 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedelapan 
Infrastruktur S P B E 

Pasal 14 

(1) I n f r a s t ruk tu r SPBE terd i r i atas : 
a. Pusat Data; 
b. Jar ingan In t ra Pemerintah Daerah; 
c. Sistem Penghubung Layanan; dan 
d. Disaster Recovery Plan. 

(2) Pembangunan dan pengembangan in f r a s t ruk tu r SPBE ber tu juan u n t u k 
men ingkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi. 

(3) Penggunaan in f r as t ruk tu r SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l akukan secara bagi pakai d i in terna l 
Pemerintah Daerah. 

(4) Pembangunan dan pengembangan in f r a s t ruk tu r SPBE Pemerintah 
Daerah harus d idasarkan pada ars i t ek tur SPBE. 

Pasal 15 

(1) Penggunaan Pusat Data Nasional be r tu juan u n t u k meningkatkan 
efisiensi da lam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh 
instans i Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(2) Pemerintah harus menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah me lakukan pendaftaran kebutuhan 
kapasitas kepada Menter i Komunikas i dan In format ika. 

(4) Da lam ha l Pemerintah Daerah telah memi l i k i pusat data sebelum Pusat 
Data Nasioneil d i te tapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus 
memenuh i ke tentuan pera turan perundang-undangan dan membuat 
ke te rhubungan dengan Pusat Data Nasional. 

(5) Da lam ha l standar nasional Indonesia be lum tersedia, Pemerintah 
Daerah yang telah memi l ik i pusat data ha rus menggunakan standar 
in temas iona l terkai t desain pusat data dan manajemen pusat data. 



(2) Proses bisnis d i susun oleh Perangkat Daerah pemi l ik layanan SPBE 
berdasarkan pada ars i tektur SPBE. 

(3) Proses bisnis yang sal ing terka i t d i susun secara terintegrasi u n t u k 
m e n d u k u n g pembangunan a tau pengembangan apl ikasi SPBE dan 
layanan SPBE yang terintegrasi. 

Bagian Ke l ima 
Rencana dan Anggaran S P B E 

Pasal 10 

(1) Rencana dan anggaran SPBE d i susun oleh Perangkat Daerah sesuai 
dengan proses perencanaan dan penganggaran t a h u n a n pemerintah. 

(2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada ars i tektur SPBE dan peta 
rencana SPBE. 

(3) Perencanaan dan penganggaran da lam penyelenggaraan in f r as t ruk tu r 
dan layanan SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan 
rekomendasi dar i Dinas. 

Bagian Keenam 
Data dan Informasi 

Pasal 11 

(1) Data dan informasi mencakup semua jen is data dan informasi yang 
d im i l i k i oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dar i 
masyarakat, pe laku usaha a tau p ihak la in . 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) da lam SPBE. 

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i l akukan dengan mengutamakan bagi paka i data dan informasi antar 
Perangkat Daerah dengan berdasarkan t u j u a n dan cakupan, penyediaan 
akses data dan informasi , dan pemenuhan standar interoperabi l i tas data 
dan informasi yang d i te tapkan Pemerintah Pusat. 

(4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) dan (3) d idasarkan pada ars i tektur SPBE. 

(5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah 
d ikoord inas ikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u rusan 
pemer intahan d i b idang perencanaan pembangunan daerah. 

Bagian Ketujuh 
Aplikasi S P B E 

Pasal 12 

(1) Apl ikasi SPBE d igunakan oleh Pemerintah Daerah u n t u k member ikan 
layanan SPBE. 

(2) Apl ikas i SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1), terd i r i atas : 
a. Apl ikas i U m u m ; dan 
b. Apl ikas i Khusus. 

(3) Apl ikasi u m u m di te tapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan u rusan 
pemer intahan d i b idang aparatur negara. 

(4) Da lam ha l apl ikas i u m u m be lum di te tapkan, Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan apl ikasi sejenis. 



b. k u r a n g dar i j angka w a k t u 5 (lima) Tahun apabi la ars i tektur SPBE 
di te tapkan pada saat t a h u n bei ja lan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). 

(7) Ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupat i . 

Pasal 7 

(1) Dinas me lakukan reviu terhadap ars i t ek tur SPBE sesuai dengan 
kebu tuhan . 

(2) Berdasarkan hasi l reviu sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat 
d i l akukan perubahan ars i tektur SPBE. 

(3) Perubahan ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan dengan memperhat ikan : 
a. perubahan ars i tektur SPBE Nasional; 
b. has i l pemantauan dan evaluasi SPBE d i Pemerintah Daerah; a tau 
c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 
(4) Perubahan ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

Bagian Ketiga 
Peta Rencana S P B E 

Pasal 8 

(1) Peta rencana SPBE d i susun u n t u k j angka w a k t u 5 (lima) Tahun. 
(2) Dokumen peta rencana SPBE memuat u n s u r - u n s u r : 

a. Tata Kelola SPBE; 
b. Manajemen SPBE; 
c. Layanan SPBE; 
d. In f r as t ruk tur SPBE; 
e. Apl ikasi SPBE; 
f. Keamanan SPBE; dan 
g. Aud i t TIK. 

(3) Peta rencana SPBE di te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 
(4) Dinas me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peta rencana 

SPBE. 
(5) Perubahan peta rencana SPBE dapat d i l akukan sewaktu-waktu dengan 

memperhat ikan : 
a. perkembangan keadaan dan kebu tuhan daerah; 
b. penyesuaian a tau perubahan peta rencana SPBE Nasional; 
c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 
d. perubahan ars i tektur SPBE Pemerintah Daerah; dan 
e. has i l pemantauan dan evaluasi SPBE d i Pemerintah Daerah. 

(6) Perubahan peta rencana SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

Bagian Keempat 
Proses B isn is 

Pasal 9 

(1) Penyusunan proses bisnis ber tu juan u n t u k member ikan pedoman dalam 
penggunaan data dan informasi serta penerapan apl ikasi SPBE, 
keamanan SPBE dan layanan SPBE. 



(2) U n s u r - u n s u r SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. Penyelenggara SPBE; 
b. Ars i tektur SPBE; 
c. Peta Rencana SPBE; 
d. Proses Bisnis; 
e. Rencana dan Anggaran SPBE; 
f. Data dan Informasi; 
g. Apl ikas i SPBE; 
h . I n f r a s t ruk tu r SPBE; 
i . Keamanan SPBE; dan 

j . Layanan SPBE. 

Bagian Kesatu 
Penyelenggara S P B E 

Pasal 5 

(1) Da lam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE 
d iben tuk T i m Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah. 

(2) T im Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

(3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah. 
(4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana disebut pada ayat (3) 

mempunya i tugas me lakukan koordinasi dan penerapan kebi jakan SPBE 
d i Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Arsitektur S P B E 

P a s a l 6 

(1) Ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada Pasal 4 ayat (2) h u r u f b 
d i susun u n t u k member ikan panduan da lam pelaksanaan integrasi 
proses b isnis SPBE pemer intah daerah, data dan informasi , i n f r a s t ruk tu r 
SPBE, apl ikasi SPBE dan keamanan SPBE u n t u k menghasi lkan layanan 
SPBE yang terpadu. 

(2) Ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1), memuat : 
a. referensi ars i tektur ; dan 
b. domain ars i tektur . 

(3) Referensi ars i t ektur sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a 
mendeskr ips ikan komponen dasar ars i t ek tur baku yang d igunakan 
sebagai acuan u n t u k penyusunan setiap domain ars i tektur . 

(4) Domain ars i tektur sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, terdir i 
atas : 
a. domain ars i tektur proses bisnis; 
b. domain ars i tektur data dan informasi ; 
c. domain ars i tektur in f r a s t ruk tu r SPBE; 
d. domain ars i tektur apl ikas i SPBE; 
e. domain ars i tektur keamanan SPBE; dan 
f. domain ars i tektur layanan SPBE. 

(5) Ars i tektur SPBE d i susun dengan berpedoman pada ars i tektur SPBE 
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). 

(6) Ars i tektur SPBE sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i te tapkan u n t u k : 
a. j angka w a k t u 5 (lima) T a h u n apabila ars i t ek tur SPBE di tetapkan 

sesuai j angka w a k t u Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD); dan 



23. Pusat Pemul ihan Bencana yang selanjutnya disebut Disaster Recovery 
Center adalah sua tu fasilitas yang d igunakan u n t u k memu l ihkan kembal i 
data a tau informasi serta fungsi-fungsi pent ing SPBE yang terganggu 
a tau rusak ak ibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau 
manusia . 

24. Sumber daya manus ia teknologi in formasi komun ikas i adalah pegawai 
Aparatur Sipi l Negara yang memi l i k i tugas dan wewenang terkait dengan 
teknologi informasi dan komunikas i . 

25. S t r u k t u r organisasi yang selanjutnya d is ingkat s t r u k t u r adalah fungsi-
fungsi unit/bidang/departemen yang ada da lam sebuah Perangkat 
Daerah Pemerintah Daerah; peran, tugas dan wewenang SDM yang ada; 
serta susunan dan hubungannya u n t u k memast ikan proses-proses 
pengelolaan TIK dapat bei ja lan baik. 

26. Proses Teknologi Informasi dan Komunikas i yang selanjutnya dis ingkat 
TIK adalah k u m p u l a n akt iv i tas-akt iv i tas te rka i t pengelolaan TIK yang 
t e r s t ruk tu r dengan masukan dan menghasi lkan lua ran ter tentu. 

27. Perangkat Daerah Mand i r i TIK adalah Perangkat Daerah yang d in i la i 
telah m a m p u membangun, mengembangkan dan mengelola apl ikasi 
dan/atau in f r a s t ruk tu r SPBE. 

28. Perangkat Daerah Wal idata adalah Perangkat Daerah yang memi l ik i 
wewenang membuat (Create), membaca (Read), memperbarui (Update) 
dan menghapus (Delete) data ter tentu sesuai dengan ura ian tugas pokok 
dan fungsinya. 

29. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang 
berdasarkan ura ian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung 
j awab u tama layanan terkait . 

30. Interoperabil i tas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua 
komponen TIK atau lebih u n t u k saling berkomunikas i , ber tukar data dan 
menggunakan informasi yang d ipe r tukarkan . 

BAB I I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud d i te tapkannya Peraturan Bupa t i i n i adalah u n t u k mengatur 
pelaksanaan SPBE di l ingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tu juan d i te tapkannya Peraturan Bupa t i i n i adalah member ikan acuan, 
pedoman dan panduan pelaksanaan pengelolaan SPBE dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

BAB I I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang l ingkup pengaturan dcdam Peraturan Bupa t i i n i me l iput i : 
a. Tata Kelola SPBE; 
b. Manajemen SPBE; dan 
c. Aud i t SPBE. 

BAB IV 
TATA K E L O L A S P B E 

Pasal 4 

(1) Tata kelola SPBE ber tu juan u n t u k memast ikan penerapan u n s u r - u n s u r 
SPBE secara terpadu. 



7. Sistem Pemerintahan Berbasis E lektronik yang selanjutnya dis ingkat 
SPBE adalah penyelenggaraan pemer intahan dengan memanfaatkan 
teknologi in formasi dan komun ikas i u n t u k member ikan layanan kepada 
pengguna sistem pemer intahan berbasis e lektronik. 

8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memast ikan ter laksananya 
pengaturan, pengarahan dan pengendalian da lam penerapan SPBE 
secara terpadu. 

9. Layanan SPBE adalah ke luaran yang d ihas i lkan oleh 1 (satu) a tau 
beberapa fungsi apl ikas i SPBE dan yang memi l i k i n i l a i manfaat. 

10. Ars i tektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Ars i tektur 
SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskr ips ikan integrasi proses 
bisnis, data dan informasi , i n f r a s t ruk tu r SPBE, apl ikasi SPBE dan 
keamanan SPBE u n t u k menghasi lkan layanan SPBE yang terintegrasi 
yang d i terapkan d i Pemerintah Daerah. 

11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta 
Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskr ips ikan arah dan langkah 
penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang d i terapkan d i 
Pemerintah Daerah. 

12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang t e r s t ruk tu r dan saling 
terka i t da lam pelaksanaan tugas dan fungsi instans i pusat dan 
Pemerintah Daerah masing-masing. 

13. I n f r a s t ruk tu r SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan 
fasilitas yang menjadi penunjang u t ama u n t u k menja lankan sistem, 
apl ikasi , komun ikas i data, pengolahan dan peny impanan data, perangkat 
integrasi/penghubung dan perangkat e lektronik la innya. 

14. Pusat Data adalah fasilitas yang d igunakan u n t u k penempatan sistem 
elektronik dan komponen terka i t la innya u n t u k keper luan penempatan, 
peny impanan dan pengolahan data, dan pemul ihan data. 

15. Jar ingan In t ra adalah j a r ingan t e r tu tup yang menghubungkan antar 
s impu l j a r ingan dalam sua tu organisasi. 

16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung 
u n t u k me lakukan per tukaran layanan SPBE. 

17. Apl ikasi U m u m adalah apl ikasi SPBE yang sama, standar dan d igunakan 
secara bagi paka i oleh ins tans i pusat dan/atau pemer intah daerah. 

18. Apl ikasi Khusus adalah apl ikas i SPBE yang d ibangun, d ikembangkan, 
d igunakan dan dikelola oleh instans i Pusat a tau Pemerintah Daerah 
ter tentu u n t u k memenuhi k ebu tuhan k h u s u s yang b u k a n kebu tuhan 
instans i Pusat dan Pemerintah Daerah la in . 

19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam 
SPBE. 

20. Aud i t Teknologi Informasi dan Komunikas i adalah proses yang sistematis 
u n t u k memperoleh dan mengevaluasi b u k t i secara objekti f terhadap aset 
teknologi informasi dan komun ikas i dengan t u j u a n u n t u k menetapkan 
t ingkat kesesuaian antara teknologi in formasi dan komun ikas i dengan 
kr i te r ia dan/atau standar yang telah d i te tapkan. 

2 1 . Pengguna SPBE adalah instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai 
Aparatur Sipi l Negara, perorangan, masyarakat, pe laku usaha dan p ihak 
la in yang memanfaatkan layanan SPBE. 

22. Informasi e lektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah 
satu a tau sekumpulan data e lektronik, t e rmasuk tetapi t idak terbatas 
pada tu l i san , suara, gambar, peta, rancangan, foto. Electronic Data 
Interchange (EDI), surat e lektronik (electronic mail), telegram, teleks, 
telecopy a tau sejenisnya, huru f , tanda, angka, kode akses, s imbol a tau 
perforasi yang telah dio lah yang memi l ik i a r t i a tau dapat d ipahami oleh 
orang yang m a m p u memahaminya. 



5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 T a h u n 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi E lektronik 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republ ik Indonesia Nomor 5348); 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis E lektronik ; 

9. Peraturan Menter i Komun ikas i dan In format ika Nomor 
41/PER/M.KOMlNFO/11/2007 tentang Panduan 
U m u m Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikas i 
Nasional; 

10. Peraturan Menter i Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi B irokras i Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

11 . Peraturan Menter i Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi B i rokras i Nomor 5 T a h u n 2020 tentang 
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG S I S T E M 
PEMERINTAHAN B E R B A S I S E L E K T R O N I K 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya dis ingkat PD 

adalah unsur pembantu Bupa t i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
da lam penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

6. Dinas adalah Dinas yang membidangi u r u s a n Komunikas i dan 
In format ika d i Kabupaten Pacitan. 



BAB VI I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lan jut terka i t teknis pelaksanaan SPBE di l ingkungan 
Pemerintah Daerah d i te tapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupat i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan perundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 1 - 11 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal \- \\ - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 16 8 


